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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntah Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4844);

1.ingat

b.

a,nimbang bahwa dalam rangka m ' k '
keterampllan d ik entng atk~n pengetahuan akademik, profesi,
d I an Sl ap Pegawal Negeri Slpll agar leblh mampu
S~~~ mela~~a~ak,an tugas dan fungSir')yasesual dengan bldang

d,an ,dlslphn ilrnu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah,
penu ~Ibenkan kesempatan bagi Pegawai Neger! Sipil di lingkungan
Pemenntah Kabupaten Bandung Barat untuk menglkuti pendidikan
dengan status tugas belajar, baik Program Diploma, Sarjana maupun
Pasca Sarjana;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu
untu,k menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar
Bagl Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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BABI
KETENTUAN UMUM

7.

6.

Undang-Undang N
Kabupaten Bandu ornor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Republik Indonesl~g~arat dl Provlnsl Jaw8 Barat (Lembaran Negara
Negara Republlk Ind shun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Pe t onesla Nomor 4688);

ra uran Pernerint h
Pangkat Pegawai Na Nomor 99 Tshun 2000 tentang Kenalkan
Tahun 2000 Nornoagari Slpll (Lernbaran Negars Republlk Indonesia
Indonesia Nornor r4696, Tambahan Lembsran Negsra Republik
Peraturan Pemerlntah 17), sebagaimana telsh dlubah dengan
Atas Peraturan Pam I Nomor 12 Tshun 2002 tentang Perubahan
Pangkat Pegawai Neerntah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Tahun 2002 Nomo 9~i Slpll (Lembarsn Negara Republik Indonesia
IndoneSia Nomor 41~3); 2, Tambahsn Lembaran Negsra Republlk

Peraturan Pemerlntah N
Urusan Pemerintaha omor 38 Tah~n 2007 tentang Pembagian
Provinsi dan Peme~ntntara Pemenntsh, Pemerintahan Daerah
Negara Republlk Indo shan Daerah Kabupsten/Kota (Lemberan
Lembaran Negsrs Repu~~~ial Tahun 2007 Nomor 82, Tembahan

ndonesis Nomor 4737);
M EMU T U S K A N:

~~~~~U;AN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEOOMAN
PEMERIN~~JKAARBUBpAAGTIEPNEGAWAINEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN

BANOUNG BARAT.

5.

pkan

Pasal1
m peraturan ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Bagian Kepegawaian adalah Baglan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung Barat.
Asisten adalah Asisten Bidang Administrasi dan Kepegawaian pada Sekretariat
Daerah.
Kepala Bagian Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adaiah Kepala
Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Karyasiswa adalah PNS Kabupaten Bandung Barat dalam status Tugas Belajar.
Tugas Belajar adalah tugas yang dlberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
pada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan program diploma, strata 1,
strata 2, dan strata 3, baik di dalam maupun dlluar negen.

3. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan
bersifat tidak mengikat.
Bidang studi sdalah jurussn pendidiksn yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesusi
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
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Pasal4
Jangka waktu tugas belajar yang dapat diberikan adalah :
a. tiga tahun bagi pogram Diploma 3 (03);
b. lima tahun bagi Program Strata 1 (51);
c. dua tahun bagi Program Strata 2 (52); dan
d. tiga tahun bagi Program Strata 3 (53).
Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan
apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu
penyelesaian program pendidikan yang ditempuh,

Pasal3

seluruh Info~ma~i yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembagalinstansi
pendidikan tlnggl dan spcnsor dihimpun oleh Bagian Kepegawaian, untuk selanjutnya
disebarluaskan ke maslng-masing unit keria,
Persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS
yang bersangkutan.
persyarata,n sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Bagian
Kepegawalan dalam rangkap 2 (dua).
Bagian Kepegawaian melakukan seleksi kelengkapan persyaratan' administrasi.
PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Calon karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar pemerintah daerah, berkas
persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.
Bagi calon Karyasiswa yang telah diterima oleh perguruan tinggi tempat belajar, Bagian
Kepegawaian membuat usulan penerbitan Keputusan tugas belajar kepada Bupati.
Keputusan tugas belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Bagian
Kepegawaian.

BAB III
PROSEOUR

Pasal2
ng dapat diberikan tugas b I 'Y,B e ajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

asa kerja minimal 2 (dua) tahun se' k
~ . DP-3 dalam 2 tahun t . 1a. pengangkatan PNS;
nllal . . erakhlr bernllai baik untuk semua unsur:
bidang stud Is~sual dengan kebutuhan pemerintah daerah; ,
tidak pern(ah dl)ketnhakanthukuman dlsiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun

ktu 6 enam a un erakhir at h k . . . 'ad d lamwa . t h . au u uman dlslplin pegawal kategorl sang a
waktu 3 (tlga) a un terakhlr atau tidak sedang dalsm proses pengenaan sanksi disiplin
pNS; dan

bagi PNS yang menduduki jabatan struktural barsedla untuk mengundurkan diri dari
jabatan.

BAB II
PERSYARATAN
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Kewajibankaryasiswa meliputi:
a. menandatangani dan mentaati pe~anjian tugas belajar;
b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan tugas belajar;
c. menyefesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan

Tugas Belajar;
d. melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala kepada Bupati melalui Bagian

Kepegawaian serta SKPD asal karyasiswa;
e. menyampaikan laporan akhir tugas be/ajar kepada Bupati serta SKPD-nya selambat

lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhimya masa studi; dan
f. mengabdi kembali kepada pemerintah daerah minimal 2 (dua) tahun setelah selesai

masa tugas belajamya.

Pasal9

PasalS
Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkatlgolongan serte hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Pasaf7

(1) Tata cara pembayaran biaya tugas belaiar de .
b rpedoman kepada peratur J ngan sumber dana pemenntah daerahe an perundang-undangan.

(2) Tata ~ra pembayaran biaya tugas belajar dengan sumber dana sponsor dilaksanakan
dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

. '. Palaf 6
Apabl/e t~gas be/ajar dlbiayai dan .

(1) terdiri dan: " pemenntah daerah, komponen biaya tugas be/ajar
8. biays pendldlksn, dibayarkan s tl

. e ap seme t
b. tunjangan hldup se/ama pendidlkan d'b s er atau setiap tahun;
c. tunjangsn buku, dibayarkan setla ' I ayarkan setlap semester atau sefiap tahun;
d. tunjangan ATK, dibayarkan setia p semester atsu setiap tahun;
e transportasi lokal, dibayarkan set~ semester atau setiap tshun;
. lap semester t .
f. tunjangan penelitian dalam ran k a au setlap tahun;
sekaf da/am masa pendidikanny~. ~ penyusunan skrlpsi/theslaldlsertasi dibayarkan

g. biaya pembuatan passport bagi Kaan
seka/i dalam masa pendidikannya. ryasfswa yang studl difuar negerl, dlbayarkan

Apabila tugas be/ajar dibiayai dan s on
(2) ketentuan yang berfaku dari sponsor ~ers~~~tomponen biayanya mengikuti ketentuan·

BABJV
PEMBIAYAAN

I k Palal5a untuk pe a sanaan tugas b I .
6i8Y,at8U Sponsor Dalam dan luar ~eaJar.PNS dapat bersumb . .
d8(1 gen. er dan Pemermtah Daerah
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Pasal13
sarvasrswa yang tidak memenuhikewajibannyadapatdikenakansanksisebagaiberikut:

leguranapabila tidak melaporkankemajuantugas belajar sebanyak2 (dua) kali dalam
2 (dua)semester;
dihentikansementara beasiswanyaapabilatidak melaporkan kemajuan tugas belajar
sebanyak3 (tiga) kali secara berturut-turutselamamasatugas belajamya;
status tugas belajamya dicabut dan dikenakanTuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai
peraturan perundangan, apabila mengundurkandiri dari karyasiswa sebelum masa
lugas belajarnyaselesai tanpa a/asanyangdapatdipertanggungjawabkan,atau secara
akademikkaryasiswa tidak dapat melanjutkanpendidikannyayang dinyatakan secara
tertulisoleh Ketua ProgramStudi,dandikemba/ikanke tempat tugas semula;
pencabutanstatus tugas belajar dan atau pengemballanketempat tugas semula dan
atau pengenaan sanks! administrasi sesuai peraturan perundangan dan ditetapkan
denganKeputusanBupati.

BAS VIII
SANKS/

Pasal12

Bagian Kep~gawaian. mem~ntau, menilai dan mengevaluasi karyasiswa melalui
laporankemaJuanbelaJardan karyasiswadanmelaluisupervisi langsungke perguruan
tinggitempat karyasiswamengikutipendidikan.
Hasil pemantauan, penila/an dan evaluasi seperti pada ayat (1) dilaporkan kepada
supati dengan tembusan kepada KepalaSKPD yang bersangkutan setiap 6 (enam)
bulan.

SAS VII
PEMANTAUAN/EV ALUAS'

PERPAN BAB VI
JANGAN TUGAS BELAJAR

PaS./10
i karyasiswa yang tidak dapat m

II) f38;agaimana Pasal 5, dapat diberikaenye/esaikenpendldikannyada/am jangka waktu
se ( anjangan tugas be/ajar seba a~perpanjangantugasbe/ajar.
p: ~da Karyasiswa karena: 9 mana dlmaksud pada ayat (1) dapat diberikan
K Padanyaperubahan jadwa/ stUdi a
8· program Studi; y ng dlbuktikan dengan keterangan dari Ketua

sakit keras yang dlbuktikan dengan k .
b· dapat mengikuti studl dalam semest eterangandokter sehingga karyasisws tIdal<

. er yangbersangkutan
rrnohonanperpanjangan tugas be/ajard' .' .

pe b t 3 (tiga) bulan sebelummasat ,ajukankepadaBagianKepegawaian pa/mg
113111 a ugasbe/ajarberakhfr
perpanjangantugas belajar dltetapkandenganS t K . .

ktu maksima/ d ura eputusanBupatr.~(~~~~;:/1perpanjanga~aS~a~~~t1~~~~~:~~~tukperpanjangantugas be/ajar ada/ah

Pall I11

Bagi karyasiswa yang dibiayai dari pemerintah daerah, dapat diberikan biaya
perpanjangantugas be/ajar.

Bagikaryasi~wa yang diblayai. oleh spon~orapabilapihaksponsor tidak memberikan
biaya~erpanjangan tug~Sbe/aj~r~ebagalmanaPasa/ 11 ayat (2) hUM a, maka biaya
perpanjangantugas be/ajarmenjadltanggungjawab karyasiswa.
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Oitetapkan di Padalarang
pada tanggal 26 I'esember 2007

Pasal19

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Pasal17

la dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dan atau penyimpangan terhadap
ini, proses penyelesaiannya ditetapkan oleh Supati.

Pasal18

an berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2004
Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Oi Lingkungan Pemerintah
n Bandung, dinyatakan tidak berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten""u,....-·
Barat.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasil 15
kembali ,.karyasiswa yang telah

perhatikan formas! Iabetan dan bidang studlny~~IUSditetapkan oleh Bupat; dengan

PISII 16

PN~I::~~u;a~n~~i~~s~~:~~a~~~~~~onal tertentu dapat d;berikan tugas belajar tanpa

, Pasal14
perpindahan bldang studi dan pe '
setelah ada Keputu,san Supati, be~~ndahanperguruan ti~9gi hanya dapat dilaku~an
dan perguruan tlng,gl tempat belajarny:~arkan rekomendas, dari Bagian Kepegawalan
syarat.syarat perplndahan bidang stu " ,
Kernudian, dl dan perpindsnan perguruan tinggi akan dlatur


